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RUU JABATAN HAKIM

DPR Belum Satu Suara soal Pengaturan Perlindungan Hakim

JAKARTA, KOMPAS — DI belum
satu suara soal pengaturan pe-
ngualan perfindungan erhadap
hakim dimuat dalam Rancang-
i Undang-Unding  Jabatan
Hakim. Sebagian anggola par-
lemen menganggap keamanan
Dagh hakim sudh cukup Lera-
min, sementara sehagian lain-
nya menilal masth perlu diper-
Jeles dalarm regulusi
Silah satu anggota DPR yang
metilal penting penguatan per-
lindungan hakim diatur dakam
RUL Jahatan Halim adalah Fu-
dianto Lallo Anggola Komisi 11
DPR dan Fraksi Partai Nascen
It menegaskan, perfindungan
penting guna memastikan mar-
wah dan markahat hakim se-
hagai benteng terakhir hagl pen-
cari headilan dapal terjaga
"Penting bagi vegara untuk
memben jaminn perlindungan
| dan keamanan kepada pejabat

negar i bidang yudatt! dan
hakim ada di chlamnya, Kalau
hakim Qbiarken diteror, Gitekan,
dintimidasi, ity st akan
menggange - independensinya
It sngat berbanaya, tulumy.
Polentik pengeai perha atau
lidaknya  penguatan ~ perlin-
dungan terhadap hakim mens
cuat setelah terbakamya rmah
hakim Pengadilan Neger Me-
dan, Sumatera Utara, Khamo-
24t Warnw, Peristiva pada 4
November 2025 tu diduga ber-
Faitan dengan kasus vang fe-
ngah itangani Khamozar,
Sejumlah alangam merasa
perlu penguatan perlindungan
hakirm diatur dalam pegulast k-
rent hakim rentan mengalam
kekerasan, Dua hari setelah
rumah Khamozaro terbakar,
November 2025, panitera PN
Sholgs, Temuzduhu Harlea
dipukul hingga ferluka saaf me-

mimpin, pelaksinaan eksekus!
di- Desa Mashaul, Kecamatan
Sirandorung, Kabupaten Tapa-
nuh Tengah, Sumut,

Menurut Rudignto, Jabdtan
haim belim diatur oleh un-
dang-undang, Selama i, hakinn
bekeraberdasarkan UL Nomor
48 Tahun 2009 terkaat Keku:
asaan Kehakiman, bukan regu-
Lost khusus profest hakim,

Pejabat negara

AnggotKomisi 11 dart Frak-
§i PKS, Nasir Diaml, mengand-
11 penlingnya penguatan per-
lindunga hakim diatur dalam
regulsl tersendird, Menurul
dia, profesi hakim memilki il
Ko tingg karena setiap putusan
selalu menimbulkan ketidakpo-
asan sehaghan pihak. Ancaman,
langsung ataupun  tidak fang:
stang, kerap diterima hakim,

"Karena itu, menghadirkan

LU hibatan Hakim dan RUU
Cantempt of Court menjadi
penting dan mendesak” jar-
nya menegaskan,

Nasir merdla saat i adelah
momentum yang Lepat bagi pe-
mietintah dan DPRuntok mem-
bentuk UU tentang Jabatan Ha-
kinvdan U Penghinzan terha-
dap Pengaditan, Melahui kedua
regulast it posist hakim seba-
gt pengiadil capat diperkuat se-
kalius dilindungl negara

Meski demikian, Nasir meni-
i perlindungan hukum saja
lidik cukup. lamenekankan
hahwez penghormatan ferhadap
pengadilin harus seian de-
ngan upay  membersihkan
praktik transaksional di lemba-
ga peradilan,

"Ik ingin pengadikan dihor-
mati, pimpinan Mahkamah
Agung hars memastikan bih-
wa prakiik transaksional dalam

putusun hakim harus dibiking-
Kan selamanya," katanya

Sementara ity pandangan
herbeda dissmpakan anggta
Komisi 11 DPR dari raksi Par-
Lt Golkar, Soedeson Tandra
Menurut dia, RUU Jabatan Ha-
kim sebeiknya tidak dibahas
terburu-hury, Apalag, jika me-
ngaitkanya dengan kasus ke-
bitkaran rumsh hakim yang er-
jodi i Medan, Akan lebih haik
ik Kasts tersebut diselesalkan
terlebih dahulu,

[3 juga memandang, kepol-
slan sudsh cukup menjadi pe-
negak hukum yang menjamin
eamanan dan hetertban pub-
Lk, termask di dalamnya be-
selamatan hakim, Tidak perlu
ada institusi [ain untuk menja-
min keselimatan hakim Karena
dikhawatirkan membuat kewe:
nangan menjadi saling berla-
Brakan, (R1G/BOW)


http://www.tcpdf.org

